BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 125 [/KPTS/ Vi/2017

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA DAN
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT KEPALA DESA PADA 7 ( TUJUH ) DESA

DI KECAMATAN TABARU KABUPATEN HALMAHERA BARAT
BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang :  a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Kepala Desa pada 7 ( Tujuh )
Desa di Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat, untuk itu guna menghindan
terjadinya kekosongan pemerintahan dan dalam upaya mendukung tugas-tugas kedinasan
sccara efektif dan efisien dipandang perlu mengangkat Penjabat Kepala Desa dan
memberhentikan dengan hormat Kepala Desa pada 7 ( Tujuh ) Desa di Kecamatan Tabaru
Kabupaten Halmahera Barat ;

b. bahwa Penjabat Kepala Desa yang diusulkan dianggap mampu dan memenuhi syarat
sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan untuk melaksanakan tugas-tugas
Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan selaku Kepala Desa ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dan
Pemberhentian Dengan Hormat Kepala Desa pada 7 ( Tujuh ) Desa di Kecamatan Tabaru
Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penctapan Undang-undang Nomor 23
Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah
Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara,
Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Telah Diubah dengan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara,
Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur
dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penjelasan Undang — undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa;
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penjelasan Undang — undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan
Kepala Desa;

10. Peraturan Dacrah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
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11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat

Desa

12. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Memperhatikan : Surat Camat Tabaru Nomor : 140/130/2017 tanggal 05 Juni 2017 Perihal Pengusulan
Penjabat Kepala Desa pada 7 (Tujuh) Desa di Kecamatan Tabaru .
MEMUTUSKAN
Menetapkan
KESATU Memberhentikan dengan hormat mereka yang namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 3
(tiga) Lampiran Keputusan ini dari Jabatan Kepala Desa disertai penghargaan dan ucapan
terima kasih atas pengabdiannya selaku Abdi Negara dan Abdi Masyarakat selama memangku
Jabatan Kepala Desa;
KEDUA Mengesahkan dan mengangkat mereka yang namanya sebagaimana tercantun dalam lajur 4
{(empat) Lampiran Keputusan ini sebagai Penjabat Kepala Desa pada 7 (tujuh) Desa di
Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat ;
KETIGA Masa Jabatan Kepala Desa terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan ini dan berakhir
setelah dilantiknya Kepala Desa defenitif ;
KEEMPAT Tugas wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, wewenang
dan kewajiban Kepala Desa defenitif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Penjelasan Undang — undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta
selain menerima Penghasilan Tetap selaku PNS juga menerima tunjangan Kepala Desa;
KELIMA Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat No 128 Tahun
2011 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada 7 (tujuh) desa di
Kecamatan Tbu Utara Kabupaten Halmahera Barat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;
KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal i gunt 2017
BUPATI HALMAHERA BARAT
Pejabat Paraf
/
Sekertaris Daerah ff/
Ass.Bid Pem & Adm Umum V DANNY MISSY
Kepala DPMPD %
£
| Kabag Hukum & Org @h/

Tembusan : disampaikan kepada;
Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.

1N LRGN

. Kepala Badan Kesbangpolda Kab.Halmahera Barat di Jailolo.

. Inspektur Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo

. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
. Camat Tabaru di Duono

. Yang bersangkutan untuk diketahui.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 1%9 /KPTS/ VI/2017
TANGGAL i Juni TAHUN 2017
DAFTAR - NAMA-NAMA KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN DAN YANG DIANGKAT
PADA7 (TUJUH) DESA DI KECAMATAN TABARU KABUPATEN HALMAHERA BARAT
YANG DIBERHENTIK AN
1 2 [ 3 4
1. PODOL ALFARIS PANGANDAHEN | LENNY F. BITTIE
2. GOIN SEFNAT OSAKA APDON FRANS
3. TODOKE AMOS BIDORO AJIR SIDIK, S.IP
4. BORONA HERMAN DIHO YETRO SOPU, S.IP
5. TOLISAOR PERMENAS LILI MARTONIS PALIAS
6. PASALULU YON PALIAS MERY HADY
7. TOGOREBA TUA SETIA PARETA HARUN LUKMAN
BUPATI HALMAHERA BARAT
Pejabat Paraf
4
Sekertaris Daerah %__
\
Ass.Bid Pem & Adm. Umum “/
M DANNY MISSY
Kepala DPMPD Jf /
Kabag Hukum & Org ZW/




